
BUPATI HALMAHERA BARAT
TAILOLO

KEPUTUSAN BUPATT HALMAITERA BARAT
NOMOR: lo5 /KPTSiw I 2A25

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM (POKJA) YERIHKASI DOKUMEN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) PERANGKAT I}AERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

TAHUN 282s-2A29

Menitrbang : a. bahwa dalarn rangka rnenindaklanjuti Surart Edaran Kepala Daerah tentang Tahapan
Peryusuran Renstra, diperlukan verifikasi terhadap dokurnen Renstra Perangkat
Daerah di lingkup Pemenntah Daerah Kabupaten Hahnahera Barat periode lahun
2025-2029

b. bahrva untuk melaksanakan verifikasi tersebut. perlu dibentuk Tim
Kelompok Keqa (POKJA) yang diterapkan dengan Surat Keputusan,

c. bahrva narla yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap
dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Verifikasi Dokumen Rencana
Strategis Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2A25-2029 pada Pemerintah
Daerah Kabupaten Hahnahera Barat:

d. bahwa berdasarkan pertinrbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a,
huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pembentukan Tim (pokja) Verifikasi Dokumen Rencana Strategis
(RENSTRA) perangkat daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025-
2029

Mengingat : l. Undang-Undarg Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapiur Undarig undang Darurat
Nomor 23 Tahun .1957 tentang Pembentukan Daerah daerah swatantra Tingkat I
Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I \,laluku rnenjadi Undang-Undang:

2. Undang-Undang }iomor 46 Tahun 1999 tentang Penrbentrikan Provinsi Maluku
Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Balat;

3. IJndang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Haimahera Utara- Kabupaten Haimahera Selatan. Kabupaten Kepulauan Sula.
Kabupaten Halrnahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provitsi N,laluku
Utara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah.
Undang-undang Nomor 59 Tahun 2a24 @ntans Rencana pembangunan

Jangka Panjang Nasional 2A25 -2045 ;
Peraturan Pernerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi proses

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional ;

Peratirran Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menen gah Nasional 2025 -2029
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata cara
Evaluasi Rancangan Perafuran Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panlang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Renoana
Kerj a Pernerintah Daerah;
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instruksi Menteri Dalarn Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan
Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029.
Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pernbangunan.Iangka Panlang Daerah Tahun 2025-
2445.
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun Z}rc tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat:

MEIUUTTISKAN :

Membentuk Tim Keloinpok Kerja (POKJA) Veritlkasi Dokumen Rencana
Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025-2A29, dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalarn larnpiran keputusan ini.
Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :

a. Merneriksa kesesuaian Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan
Rencana Pembangunan Jangka Meriengah Daerah (RPJMD);

b. Melakukan peninjauan terhadap rumusan visi, rnisi, tujuan, sasaran.
strategi, dan kebijakan Perangkat Daerah;

c. Memverifikasi program dan kegiatan beserta indikator kine{a yang telah
ditetapkan;

d. Melakukan penaiaman terhadap target kinerja program dan kegiatan yang
diusulkan;

e. Melakukan koreksi terhadap sistimatika penyusunan dokumen renstra agar
sesuai dengan regulasi yang berlaku

f. Mernbuat laporan hasil verifikasi sebagai bahan perbaikan Renstra
Perangkat Daerah.

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun
Anggaran 2025.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : iailolo
Pada tanggal : tl t Juli 202,s

BUPATI BAR{T

Menetapkan.

KESATU :

KEDT]A .

KETIGA :

KEEMPAT:

Tembusun disampuikan kepada Yth z

l. Bupati Halmahera Barat,

2. lnspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,

3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,

4. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di lailolo,
5 Arsip.



LA]\{PIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : loF /KPTS I tlt 12025
TANGGAL: I 3uL\ 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA VERIFIKASI
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

NO NA]I[{/JABATAN/INSTANSI I(EDfIDUI(AN
DALAM POIilA KET

I ) 3 4

A. TIM PEMBINA I PENGARAII

1 Bupati Halmahera Barat Pembina

2. Wakil Bupati Halmahera Barat Pengarah

-). Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat Penangg.rngjawab

A+.
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kab. Halmahera Barat I(etua

5.
lnspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera
Barat

Wakil Ketua

5.

Kepala Bidang lnfrastruktur dan
Pengembangan Wi lay ah BP3D l(abupaten
Halmahera Barat

Sekretaris

6.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab.
Halmahera Barat

Anggota

7.

Kepala Dinas Perumahan Karvasan
Permukiman & Llngkungan Hidup Kab.
Halmahera Barat

Anggota

8.
Kepala Bidang Kar+'asan Permukiman Dinas
PERKIMLH Kabupaten Hahnahera Barat Anggota

9.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kab. Halmahera Barat Anggota

lo.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat darr
Pemerintahan Desa Kab. Halmahera Barat Anggota

11
Kepala Dinas Perhubungan Kab. Flalmahera
Barat

Anggota

12.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelar-rtan Kab.
Halmahera Barat Anggota

13.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuatr & Perlindungan Arrak Kab.
Haimahera Barat

Anggota

14.

Kepala Dinas Penanarnan Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintr-r Kab. Hahnahera
Barat

Anggota

15.
Kepala Dinas I(ominfo, Statistik & Persandian
Kabupaten Halmahera Barat Anggota

15. Sekretaris DPRD Kab. Halmahera Barat Anggota

16.
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera
fSarat

Anggota

r7.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Hahnahera Barat Anggota

18.
Kepala Pelaksana Badan
Penanggulanagan Bencana Daerah
Kabupaten Hahnahera Barat

Ang-uota

19. Kepala Dinas Pefiumian dan Ketahanan Pangan Kab.
Halmahera Barat

Anggota



NO NA MA/JABATANIINS TANSI KEDUDUI(AN
DALAMPOIilA KET

24. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.
Halrnahera Barat

Anggota

21 Kepala Dinas pariwisata dan Kepemudaan Olah Raga
Kab. Halmahera Barat

Anggota

22. Kepala Disperindagkop dan uKivl Kab. Halmahera
Barat

Anggota

23 Kepala Badan Pengelolaan Keualigafi dar aset Daerah
Kab. Halmahera Barat

Anggota

24.
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kab.
Halmahera Barat

furggota

25.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Kab. Halmahera Barat

Anggota

?6" Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kab. Halmahera Barat Anggota

27.
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda
Kab. Halmahera Barat Anggota

28
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab.
Halmahera Barat Anggota

29. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Barat Anggota

30.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan
Sumber Daya Alam Setda Kab. Halmahera
Barat

Anggota

31. Para Carnat Se-Kab. Halmahera Barat Anggota

d



B. TIM PELAKSANA

NO Nama
KEDUDIIKAN
DALAM TIBI

JABATAN

1. Irsan, SE Ketua Fungsional Perencana

2.
Hamdani R. Abd. Rachman.

SH
Anggota

Kepala Bidang Penelitian dan
Pengembangan

J.
Vianne Ivanna M. Ratulangi.

;E
Anggota

Kepala Bidang Peren can aan

Pembangunan Ekonorm da:r Surnber
Daya Alam BP3D Kab. Flahnahera

Barat

4. Hj. Wahnia- ST, \47 Anggota

Kepala Bidang Perencanaan Sosial
Budaya dan Pernerintahan BP3D Kab.

Halmahera Barat

5. Nurle$ Djiad, ST Anggota Fungsional Perencana

6. Fazri Rajab, S.IP Anggota Fungsional Perencana

7. Sumarti Hadi, ST Anggota Fungsioaal Perencaaa

8. Emy Yuli Hanafiah, SE Anggota Staf

9. Chivilya LIny, ST Anggota Staf

BUPATI BARAT

YAMES UANG

^


